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ABSTRAK

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah,
mengahadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan
sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan
bersalah (sebagai narapidana) di Lembaga PemaSyarakatan, dengan kata lain
upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan refresif.
pengendalian preventif memiliki tujuan untuk melakukan langkah pencegahan
terhadap berbagai pelanggaran norma, sedangkan pengendalian represif memiliki
tujuan untuk penindakkan terhadap- pelanggaran norma, agar menimbulkan efek
jera buat para pelakunya:.Penanggulangan~merupakan suatu pencegahan yang
berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar
tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.

Masalah pokok dari penelitian ini adalah apa faktor penyebab tindak
pidana pencurian di mobil angkutan umum di wilayah hukum Polresta Pekanbaru
(Perkara NO.195/PID.B/2021/PN.PBR.) dan bagaimanakah penanggulangan
tindak pidana pencurian di mobil angkutan umum oleh Polresta Pekanbaru.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini-adalah penelitian
hukum sosiologis dengan melakukan wawancara secara langsung. Dengan sifat
penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan secara terperinci yang
bermaksud ‘memberikan gambaran dan melukiskan 'secara lengkap tentang
penanggulangan tindak pidana pencurian di mobil angkutan umum di wilayah
hukum Polresta Pekanbaru.

Hasil penelitian yang penulis dapatkan, ada beberapa faktor penyebab
pelaku melakukan kejahatan” pencurian, yaiu:-faktor intern (Pendidikan, kurang
atau lemahnya iman), faktor ekstern (ekonomi, lingkungan yang salah, pergaulan
yang salah dan faktor obat-obatan terlarang). Adapun penanggulangan yang
dilakukan pihak Polresta Pekanbaru adalah dengan cara penanggulangan preventif
yakni lebih kepada bagaimana membatasi ruang gerak pelaku kejahatan sehingga
tidak melakukan aksinya dalam artian pengantisipasian bisa mulai dari sosialisasi
mengenai hukum kepada masyarakat dan memberikan pengertian agar taat hukum
dan melakukan patroli di tempat yang rawan. Lalu dengan cara penanggulangan
represif atau penindakan terukur yang-dilakukan apabila kejahatan ini sudah
terjadi di masyarakat, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga
dijatuhkan pidana.

Kata Kunci: Penanggulangan, Tindak Pidana Pencurian, Mobil Angkutan Umum



ABSTRACT

Countermeasures are efforts carried out to prevent, deal with, or overcome
a situation including preventive activities and at the same time trying to improve
the behavior of someone who has been found gquilty (as a prisoner) in a
correctional institution; in.other words, efforts to prevent theft can be carried out
preventively and repressively. Preventive control has the aim of taking preventive
steps against various norm violations, while repressive control has the aim of
taking action against norm violations, in order to create a deterrent effect for the
perpetrators. Countermeasures_is-a-prevention,that is useful to minimize events or
actions that have occurred so that these events or‘actioens do not happen again.

The main problem of this research is what are.the factors causing the
crime of theft in public transportation cars in the jurisdiction of the Pekanbaru
Polresta (Case NO.195/PID.B/2021/PN.PBR.) and how to overcome the crime of
theft in public transportation cars by the Pekanbaru Police.

The research method used in this research is sociological law research by
conducting direct interviews. With the nature of this“research is descriptive,
namely describing in detail which intends to provide a complete picture and
description of.the prevention of criminal acts of theft in publie transportation cars
in the jurisdiction of the Pekanbaru Police.

The results of the research that the authors get, there are several factors
that cause the perpetrators to.commit the crime of theft, namely: internal factors
(education, lack of or weak faith),external factars-(economy, wrong environment,
wrong association and illegal drugs). The countermeasures carried out by the
Pekanbaru Police are by means of preventive countermeasures, namely how to
limit the space for criminals to move so they do not take their actions in the sense
that anticipation can. start from socializing the law to the community and
providing understanding to obey the law and. carry out patrols in vulnerable
places. Then by means of repressive countermeasures or measurable actions that
are carried out if this crimehas occurred in the community, starting from
investigation, investigation, prosecution until the punishment is imposed.

Keywords: Countermeasures, Crime of Theft, Public Transport Cars
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang M

inggi  untuk
upakan suatu

tertentu dari

kepentingannya itu hukum memberikan batasan bertingkah laku.

Hukum sebagai alat kontrol sosial (social control) untuk masyarakat. Yang
diartikan suatu proses yang direncanakan ataupun tidak direncanakan, bersifat
mendidik, mengajak dan bahkan juga memaksa warga masyarakatnya agar

mematuhi hukum yang berlaku. Wujud dari alat kontrol sosial (social control)
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adalah pemidanaan. Patokan dari pemidanaan adalah suatu larangan, yang

kemudian apabila dilanggar akan mendapatkan suatu nestapa (penderitaan) atau

sanksi negatif bagi si pelanggar. (Zainuddin Ali, 2019, hal:22).

Sehingga daps ajuka /ang d ‘ a terjadinya suatu

krisis moral da SIS I : : tidakmampuan

bersama dan saling bersinggungan antara yang satu dengan yang lainnya, karena
pada prinsipnya manusia punya hasrat untuk hidup bermasyarakat atau

bersosialisasi.

C. J. M. Schuyt berkeyakinan bahwa: “Salah satu dari tugas sosiologi

hukum yakni mengungkap akibat dan latar belakang yang timbul dari
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ketimpangan antara tata tertib dalam masyarakat yang dicita-citakan dengan

keadaan masyarakat yang ada pada kenyataannya”. (Fithriatus Shalihah, 2017,

hal:72).

peraturan p

untuk dapat

2001, hal:48).

Menurut Moeljatno hukum pidana adalah “Bagian dari hukum nasional

suatu negara. Dimana pengaturannya berlaku untuk:

1. Hukum pidana menentukan perbuatan yang dilarang disertai ancaman.

2. Hukum pidana menentukan kapan dan dalam keadaan apa seseorang yang

melanggar larangan tersebut dapat dihukum.
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3. Hukum pidana menentukan bagaimana suatu pemidanaan dapat dilakukan jika

seseorang melanggar kejahatan tersebut”. (Moeljatno, 2018, hal:1).

Tugas pokok hukum pidana adalah menciptakan ketertiban yang

kepastian
hukum. E ; e at“menyelesaikan

esaikan masalah
hukum, d : au peng Syarakat. (Soerjono

Soekanto,

melanggar nor sosial, sehingge rakat entangnya. Dalam

konteks sos

kejahatan sebagai a universal phenc

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi di tengah-tengah
masyarakat adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan di mobil angkutan
umum. Seperti yang dituturkan oleh aparat penengak hukum penyidik kepolisian

dalam tingkat Polresta Pekanbaru “Tindak pidana yang sering terjadi salah
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satunya adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan di mobil angkutan
umum kemudian juga dikarenakan beberapa faktor salah satu faktor yang sangat

besar adalah mengincar wanita yang lengah untuk diperdayai.”

penggeseran yang membutuhkan keterampilan khusus seperti dalam pencurian
dengan pemberatan di mobil angkutan umum saat ini telah terjadi perubahan sifat,
dimana telah terjadi pergeseran jenis kejahatan yaitu yang mana seperti kita
ketahui bahwasanya kejahatan pencurian pada umumnya dari jenis kejahatan

menggunakan kekerasan secara fisik dan bahkan sampai menyebabkan hilangnya
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nyawa dari orang lain atau juga pada biasanya tindak pidana pencurian dilakukan

dengan objek benda tidak bergerak seperti mencuri di dalam rumah dimana

pelaku tindak pidana pencurian akan mengambil barang-barang berharga milik

penegak h
diantisipasi

pemecahan

Kebijakan hukum pidana, menjadi suatu penumpu dalam penegakan
hukum pidana, terutama dalam penanggulangan tindak kejahatan. Kebijakan
hukum pidana merupakan suatu komponen dalam rangka mensejahterakan

masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, dengan demikian tindakan untuk
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mengatur masyarakat melalui sarana hukum pidana berkaitan dalam suatu proses

kebijakan sosial dengan berbagai bentuk kebijakan sosial yang mengacu pada

tujuan yang lebih luas. Merupakan salah satu alternatif dalam penanggulangan

Polresta Pekanbaru, bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya
tidak pidana pencurian dengan pemberatan di mobil angkutan umum yakni adanya
faktor ekonomi, faktor pendidikan dan kurang atau lemahnya iman. Faktor
ekonomi maksudnya adalah ekonomi yang kurang atau pelaku merupakan orang

yang kurang mampu dimana kekurangan ekonomi tadilah untuk memenuhi
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kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan cara yang salah, salah satunya

dengan melakukan tindak pidana pencurian. Faktor pendidikan yakni merupakan

salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana

seseorang

untuk me
suatu perb
malah me kurang atau

an diri kepada

aku yang tidak

c. Pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP.

d. Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

e. Pencurian dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 367 KUHP.
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Tindak pidana kejahatan pencurian dalam bentuk pokoknya diatur dalam
Pasal 362 KUHP, yang berbunyi: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki

362 KUHP tent 2NCUria encurian berat,
Pasal 364 entang pencurian
dengan ke A ” dan Pasal 366
KUHP adal <an dalam Pasal 362,
363 dan 365 ‘ sal 35 KUHP 1-

alam putusan perkara
pidana NO.195/PID.B/202 Jo Negeri Pekanbaru yang
mengadili perkara pidana dengan ac a pemeriksaan biasa di tingkat pertama
yaitu kasus yang terjadi pada hari Selasa, 17 November 2020 bertempat di depan
Karaoke Family Box JI. HR Soebrantas Pekanbaru, dan setidak-tidaknya didalam

suatu tempat dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut,

dengan tujuan untuk mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian



kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
dengan cara terdakwa melakukan aksi pencurian secara bersama-bersama tersebut
dengan modus operandi copet di mobil angkutan umum. Yang mengakibatkan
korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500:000,00,- (tiga juta lima ratus ribu
rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah uang tersebut. Tindakan seseorang itulah
yang membuat terdakwa dijerat Pasal 363 ayat, (1) ke-4 KUHP dengan ancaman
pidana penjara paling lama tujuh tahun. Namun, atas pertimbangan dari hal-hal
yang meringankan dijatuhkannya hukuman terhadap terdakwa maka terdakwa

divonis pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Penulis.memberikan batasan judul sehingga dapat terarah sesuai dengan
tujuan penulis sehingga tidak menimbulkan penafsiran atau kesalahpahaman
terhadap judul tersebut. Penulis memberikan batasan judul yaitu tinjauan adalah

semacam pendapat atau wawasan setelah diselidiki (Zul Akrial, 2005, hal:65).

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah,
mengahadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktifitas preventif dan
sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan
bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya
penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan refresif.
Pengendalian preventif memiliki tujuan untuk melakukan langkah pencegahan
terhadap berbagai pelanggaran norma, sedangkan pengendalian represif miliki

tujuan untuk penindakkan terhadap pelanggaran norma, agar menimbulkan efek
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jera buat para pelakunya. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang

berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar

tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.

i) terhadap

feit itu dapat
dihukum, yang

sudah barang te K3 i etahui bahwa yang

terdapat penyelesaian di dala a hukum pidana itu sendiri pada
hakikatnya hanya terfokus pada upaya bagaimana cara penyelesaian dalam tindak
pidana yang telah terjadi dan akan tetapi bukan kepada pengetahuan cara

bagaimana perbuatan tindak pidana terjadi pencegahan. Dalam hukum pidana,

penggunaan pada penyelesaian kejahatan hanya bersifat “Pengobatan gejala” atau

11



disebut Kurieren am sympton tetapi tidak seperti faktor yang menggunakan cara
bagaimana menghilangkan penyebab kejahatan itu terjadi. Sanksi pidana
dijatuhkan semata-mata sebagai alat yang membasmi suatu penyakit yang
diakibatkan oleh.gejala dan bukan obat untuk membasmi.penyebab terjadinya
penyakit. Berdasarkan pengamalan pada sudut pandang, penulis beranggapan
hukum pidana itu tidak dapat /mencegah 'suatu tindak pidana yang terjadi karena
penegakan hukum pidana yang demikian. Hal tersebut dilihat dari pelaku tindak
pidana yang dijatuhkan sanksi pidana tidak efektif. Upaya penanggulangan
kejahatan yang memiliki keterbatasan kemampuan pada hukum pidana begitu
beragam sehingga menyebabkan keraguan yang semakin kompleks dari
masyarakat terhadap hukum pidana yang berhubungan dengan hukum pidana

pada praktek penyelenggaraannya. (Indah Sri Utari, 2012, hal:12).

Kejahatan tidak akan- hilang  dengan, ‘sendirinya, Sebaliknya kasus
kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan
harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana
pencurian.

Kasus kejahatan pencurian-menjadi meningkat, khususnya yaitu pencurian
dengan pemberatan di mobil angkutan umum sudah memang tak terelakkan.
Maraknya pencurian dengan pemberatan di mobil angkutan umum yang dialami
oleh masyarakat menyebabkan kerugian yang amat besar sehingga menimbulkan
keresahan. Pencuri yang berada di mobil angkutan umum tersebut tidak segan

melakukan aksinya. Aksi tindak pidana pencurian dilakukan dengan melibatkan

12



peran pembantu tersebut terbilang sangat licik dan lihai. Korbannya kebanyakan
wanita dan berhasil diperdayai dengan modus ban bocor, dan lain sebagainya.
Ketika mobil berhenti maka peran pembantu yang duduk di kursi penumpang ikut
melancarkan aksinya. Bisa sebagai_pengalih-perhatian atau.sebagai orang yang
mengambil barang milik si korban. Hal itu dapat terjadi karena kurangnya aspek
penting yang dimiliki oleh si korban ‘misalnya yaitu, kurangnya kepengawasan
dalam pengamanan barang-barang berharga, kewaspadaan yang juga kurang

sehingga pencuri lebih leluasa dalam melakukan tindak pidana pencurian.

Penelitian ini, penulis hanya terfokus kepada Pasal 362 didalam KUHP
yaitu: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau
pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Hal tersebut berdasarkan pada rumusan yang ada bahwa mengambil yaitu
perbuatan yang dilakukan terhadap suatu benda lalu membawa benda tersebut
dalam kepemilikannya ‘secara sah atau penuh. Syarat selesainya perbuatan
mengambil yang juga merupakan. syarat selesainya suatu pencurian secara
sempurna merupakan unsur dari perpindahan kekuasaan secara penuh. Menurut
para ahli Van Hattum dan Van Bemelen mengatakan garis besar dalam pasal 365
Kitab undang-undang hukum pidana tidak menyiratkan kombinasi pencurian dan
tindakan kekerasan lainnya, bahkan jika dilakukan dengan tindakan

penyimpangan atau ancaman dengan kekerasan adalah kondisi yang memenubhi
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syarat. Ini adalah kondisi yang mengubah kebiasaan pencurian biasa menjadi
pencurian yang kejam. (Andi Hamzah, 2015, hal:74).

Banyak faktor yang membuat pelaku kejahatan melakukan tindakan

NO. JAWABAN
1. tor Ekonomi, Lingkungan
1 yang Salah, dan Obat-obatan
Terlarang
2. Penyidik Kepolisian Re Faktor Ekonomi. Pendidikan,
dan Kurang atau Lemahnya
Iman
3. Jaksa di Kejaksaan Negeri Pekanbaru 1 Faktor Ekonomi dan Peragulan
yang Salah
4. Pelaku Pencurian Inisial H 1 Faktor Ekonomi
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Ada beberapa alasan penulis tertarik dalam memilih judul ini, diantaranya

adalah:

1. Alasan Obyektif, banyaknya kasus pencurian_dengan pemberatan yang

khususnya bagi penulis dan para a hukum lainnya. Serta modus operandi
dari pelaku tindak pidana pencurian saat ini semakin kreatif dan inovatif.
Salah satu modus operandi dalam tindak pidana pencurian (di mobil angkutan
umum) adalah adanya pelaku pembantu, biasanya salah satu pelaku

mengalihkan fokus atau perhatian korban lalu pelaku lainnya akan mengambil
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barang berharga milik korban mulai dari dompet, handphone, uang cash dan

lain sebagainya.

Alasan diataslah i arik untuk mengangkat judul

itian ini memiliki tujuan dan manfaa an sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian:

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:
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a. Untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana pencurian di mobil

angkutan umum di Kota Pekanbaru? (perkara NO.195/PID.B/2021/PN.PB

R.).

embangan ilmu

tindak pidana

pidana, mengingat
dan membutuhkan suatu pemecahan untuk menjelaskan semua itu,
tentunya diperlukan suatu kontruksi pemikiran sehingga dapat dipecahkan
secara bersama.

D. Tinjauan Pustaka

Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus
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menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya
yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya

penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan

hukum pidana lemikian dapa 1 b anggulangan yang
dimaksud dala elitia _- -_ erb atau upaya yang

dilakukan di.dalam meminimalisir pencuri gan pemberatan di mobil

tujuan utama yaitu: “Perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat.” Kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) itu sendiri
merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).
Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (social

policy) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (legislative policy). Politik
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kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dan kebijakan sosial

yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.

. Kejahatan
tumbuh dan

gat kompleks,

sebenarnya tidaklah jauh berbeda ebijakan yang diterapkan terhadap
orang dewasa. Didalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan

pendekatan kebijakan, dalam arti:

1. Ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial.
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2. Ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal
maupun non penal.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik

Berdasarkan pendapat di a aka upaya penanggulangan kejahatan

secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal.

1. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)
Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur

penal ini biasa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum
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pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan
pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi

dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah

atau straf ) ‘me : pidana secara

menyeluruh ata al. Kebijaka J an tindakan yang

berhubung

dengan hukum

b. imana me i dengan kondisi

d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam

rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga
mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan

pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (deterrent
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effect). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan
kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan soaial

untuk  menyalurkan  “Ketidaksukaan masyarakat (social dislike) atau

AR g

by A S LAY

a. Perlu tid

hendak

b. - aikan atau perawata g tidak mempunyai arti sama
sekali bagi si terhukum, dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas
pelanggaran-pelanngaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah

dapat dibiarkan begitu saja.
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c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si

penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga

masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

yang hidup didalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek
perbaikan bagi si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan
rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari

perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.
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Aspek perlindungan/kepentingan masyarakat suatu pidana dikatakan
efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah dan mengurangi

kejahatan. Jadi, kriteria efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan

" sh terhadap si

»
g
v
o
o

apabila tujuan yang ingin dicapal dengan adanya pemidanaan itu tercapai.
Ditinjau dari segi efektivitasnya maka pidana menjadi kurang efektif apabila
ditinjau dari segi penjeraannya terhadap terpidana. Hal ini disebabkan karena
pidana denda dapat dibayarkan oleh orang lain. Sedangkan dalam hal pidana

penjara tidak mungkin diwakilkan oleh orang lain. Di samping itu, terpidana dapat
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saja mengumpulkan uang dari mana saja untuk melunasi/membayar denda

tersebut.

Sehubungan dengan masalah efektivitas pidana, Soerjono Soekanto

masyaral

Karakter i : s 13 e si dengan sanksi

efektif dalam arti mempunyai dampak positif, menurut Soerjono Soekanto yaitu:

a. Hukum positif yang tertulis yang ada harus mempunyai taraf sinkronisasi

vertikal dan horizontal yang jelas.
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b. Para penegak hukum harus mempunyai kepribadian yang baik dan dapat
memberikan teladan dalam kepatuhan hukum

c. Fasilitas yang mendukung proses penegak hukum harus memadai.

d.
terungkap
pula dari
a. Rubin apakah
dimaksudka neng ate empe dikit atau tidak
mempu
b. Schultz menyata ahwa naik turunnya ke jatu Negara tidaklah

antara lain: “Pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangat sulit diukur.
Pengaruh itu terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan
saling berkaitan erat, yang disebut dengan berbagai macam nama, misalnya
pencegahan (deterrence), pencegahan umum (general prevention),

memperkuat kembali nilai-nilai moral (reinforcement of moral values),
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memperkuat kesadaran kolektif (strengthening the collective solidarity),

menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (reaffirmation of

the public feeling of security), mengurangi atau meredakan ketakutan

sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri, karena sanksi hukum
pidana bukanlah obat (remedium) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber)
penyakit, melainkan sekedar untuk mengatasi gejala/akibat dari penyakit. Dengan
kata lain, sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif

melainkan hanya sekedar ‘“Pengobatan simptomatik” dan dengan pengobatan
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simptomatik berupa “Sanksi pidana” ini masih mengandung banyak kelemahan

sehingga masih selalu dipermasalahkan keefektifannya.

2. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal)

adalah menangani fa aktor kondusif per a'kejahatan, yakni

meliputi masa u ke '_ : isi s secara langsung atau

tidak langsu

melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha
kesejahteraan anak dan remaja, serta kegiatan pratoli dan pengawasan lainnya
secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non
penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan

sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu,
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namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.
Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non penal sebenarnya

mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus

adalah me : Kto S e gjahatan. Faktor-
faktor kon
kondisi sosialwya e S ' au 1 : imbulkan atau
menumbuh .

kriminal sece aka a Nnc al menduduki posisi

Upaya non penal dapat pula digali dari berbagai sumber lainnya yang juga
mempunyai potensi efek preventif, misalnya media pers/media massa,
pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah techno prevention) dan

pemanfaatan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang

terakhir ini, Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi
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yang dilakukan secara continue termasuk upaya non penal yang mempunyai
pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan

dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa

bahwa upaya non

v
=)
o
<

dengan kebijakan non

sosial, seperti dalam bidang ¢ perbaikan taraf hidup anggota
masyarakat.

Upaya non penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana
dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan
upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih

diutamakan dari pada upaya yang sifatnya represif. Ada pendapat yang
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mengatakan bahwa mencegah lebih baik dari pada mengobati. Demikian pula W.
A. Bonger mengatakan: “Dilihat dari efisiensi dan efektivitas upaya pencegahan

lebih baik dari pada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran

mampu a )enanga nyebab terjadinya
kejahatan at pada masal asale Jisi sosial yang
secara lan i J '_ | au menumbuh
suburkan ke 2 | .
pencegahan Nk E : at” serta kerja sama

terfokus bai

bagian dan ku , bila efektif dan
sinergis berjalan, dapat berkurang dan
tertangani.

Salah satu kelebihan penang gan kejahatan di luar jalur hukum pidana

(non penal) adalah dapat digunakan untuk mengatasi faktor-faktor kriminogen.
Beberapa catatan Kongres PBB tentang “The Prevention of Crime and The
Treatment of Offenders” tersebut, memberi kesan bahwa kondisi sosial, ekonomi,

budaya serta struktural masyarakat dianggap bertanggung jawab timbulnya

31



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

kejahatan (kriminogen). Konsekuensi pendekatan yang demikian itu sudah barang
tentu mewarnai pula usaha-usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Ini

berarti bahwa penanggulangan kejahatan yang hanya semata-mata menggunakan

1)
3
@D
>
«Q
oy
8
=
oy
QD
>

dengan Kats
Dari jenis-j¢ dikedepankan
guna menu ng diwujudkan

melalui siste

AN ALNANALNS

‘5&‘-‘

“

(preventif) terjadinya kejahatan sehingga memiliki nilai yang strategis untuk
menanggulangi masalah kejahatan. Konsepsi yang demikian ini juga terdapat
didalam Kongres PBB Ke-6 tahun 1980 di dalam resolusinya mengenai Crime

Trends and Crime Prevention Strategis yang antara lain dikemukakan:
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A. Bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk pencapaian kualitas

hidup yang pantas bagi semua orang (The Crime Problem Impodes Progress

Towards The Attainment of An Acceptable Quality of Life For All People).

pidana g o k3 konsep upaya

a. Tindakan Preventif, yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian
dari politik kriminal. Politik kriminal dapat diberi arti sempit, lebih luas dan
paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai
keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap

pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas, politik
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kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari para penegak hukum, termasuk

didalamnya cara kerja dari Pengadilan dan Polisi. Sedangkan dalam arti yang

paling luas, politik kriminal merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan

pidana. Ini semua merupakan bagian-bagian dari politik kriminal sehingga
harus dipandang sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan-

badan yang bersangkutan dalam menanggulangi kejahatan.

. Tindakan Kuratif, yaitu pada hakikatnya merupakan usaha preventif dalam arti

yang seluas-luasnya ialah dalam usaha penanggulanan kejahatan, maka untuk
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mengadakan pembedaan sebenarnya tindakan kuratif itu merupakan segi lain
dari tindakan represif dan lebih dititk beratkan kepada tindakan terhadap orang

yang melakukan kejahatan. Tindakan kuratif dalam arti nyata hanya dilakukan

perbuatan yang dilarang oleh sua ukum larangan mana disertai suatu

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak
pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan

jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk

35



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu, setiap

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa

yang melanggarnya maka akan dikenakan sanksi pidana. Jadi, larangan-larangan

perbuatan

terhadap p

kepenting

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang
dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan
kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak

pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan perundang-

undangan. Jadi, suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.
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Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang

hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang

tersebut, a ike ahwa t ana adala atu perbuatan yang

melawan h

Jeni jak pidana dibed: 3 sar-dasar tertentu,

diantaranya Se

“pelanggaran” itu

enjadi Buku Ke-lI

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil
(formeel delicten) dan tindak pidana materil (materiil delicten). Tindak pidana
formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang
dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362

KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil inti larangannya adalah
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pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan

akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana

ada kesalahan,

diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya
Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana
pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana
murni yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana

yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya
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diatur dalam Pasal 224 KUHP, 304 KUHP, dan 552 KUHP. Tindak pidana
tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana

positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang

pidana terdiri 3 ana | : elanggaran, tindak
pidana for : K pidana mate indak P tindak pidana

tidak senga

hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan

dari si pelaku itu harus dilakukan.
Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (culpa/dolus).
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b. Maksud (voornemen) pada suatu percobaan (pogging) seperti dimaksud dalam

Pasal 53 ayat (1) KUHP.

c. Macam-macam maksud (oogmerk) seperti yang terdapat misalnya didalam

oleh aparat penegak hukum yang resmi oleh undang-undang diberikan tugas dan
kewenangan untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku
dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara atau disebut juga penegak

hukum. (Hans Kelsen, 2011, hal:89).
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Perkembangan zaman modern seperti sekarang ini, tingkat persaingan
hidup yang begitu tinggi sehingga kejahatan dapat dipicu kapanpun dan

dimanapun. Upaya yang diperoleh dari hal tersebut adalah dapat mencegah dan

Kejahatan me an salah S g dirasakan secara
langsung o pat dinyatakan
sebagai tin , dalam artian

perbuatan terse dirass ede a keadilan. Meski

aturan hukum yang ditetapkan pelanggaran hukum oleh orang yang
bersangkutan sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Aturan hukum
tersebut menentukan bagaimana membawa perkara pidana ke Pengadilan dan

bagaimana menjatuhkan hukumannya oleh Hakim. (C.S.T. Kansil, 2007,

hal:280).
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Tujuan dari tindak pidana yang dikemukakan dalam KUHAP adalah untuk
mencari kebenaran dan menemukan suatu jenis tindak pidana atau paling tidak

untuk dapat menggunakan kebenaran materil, yaitu dengan pengaplikasian fakta-

ditetapkan pada st

sebagai berikut:

1. Menunjukkan perbuatan yang manakah dari belum boleh dilakukan yang telah
dilanggar, yang disertakan dengan tindakan dan sanksi yang kemudian dapat
menjadi delik dalam tindak pidana itu bagi siapa saja yang melanggar aturan

hukum tersebut.
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2. Menentukan kapan atau dalam hal apakah pada diri seseorang yang jika

melanggar aturan tersebut dapat diberikan ataupun dijatuhkan pidana yang

mana telah diancam kepadanya.

Unsur dari melawan hukum yang subyektif.

Dalam KUHP pencurian termasuk kedalam kejahatan mengenai harta
benda yang diatur didalam Pasal 362 KUHP, yang berbunyi: “Barangsiapa
mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam Kkarena

43



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling

banyak enam puluh rupiah”. (Moeljatno, 2018, hal:128).

Bagian dari inti=inti delik (delictsbestanddelen). pada pencurian terdapat

didalam Pasg “"{b‘fu %“‘\'ﬂ‘&‘ fir . definition) semua

ejahatan perilaku

seseorang a tu alk ) milik orang lain.

kepunyaan orang lain. Lagi pula pengambilan itu harus ada maksud untuk

memilikinya bertentangan dengan hak pemilik.” (Andi Hamzah, 2017, hal:92).

Pada Pasal 363 KUHP mengatur tentang tindakan pidana pencurian

dengan pemberatan dimana menunjuk pada suatu tindak pidana kejahatan
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pencurian yang dilakukan melalui cara-cara tertentu atau dalam keadaan-keadaan
tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya pula dapat diancam dengan

pidana yang lebih berat dari pencurian biasa.

Pencurian yang dilakukan dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363
KUHP merupakan tindak pidana pencurian berat, dan bentuk utama pencurian
harus dibuktikan terlebih dahult:"Dihukum ‘maksimal tujuh tahun-penjara. Dalam
hasil ini, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan prinsip. Pasal 364 KUHP
membahas tentang pencurian ringan, jika nilai barang yang dicuri tidak melebihi
Rp. 250,00,- (dua ratus lima puluh rupiah) berarti pasal ini merupakan pasal tidur
dan menunggu-hukum untuk mengubahnya agar sesuai dengan ketentuan yang
aturan hukum yang sekarang. Misal, nilai rupiah saat ini dinaikkan 10.000 kali

lipat menjadi 2 juta rupiah. (Andi Hamzah, 2017, hal:96).

Tindak pidana pencurian‘dengan pemberatan ini berbeda dengan pencurian
biasa, tindak pidana pencurian dengan pemberatan seperti dengan bersekutu atau
berkelompok (dengan beberapa orang pelaku), dengan pengrusakan dan/atau
membongkar, dll, maka ancaman hukumannya pun lebih berat daripada pencurian

biasa. (Hendra Wijaya Pratama, 2019, hal:1).

Delik pencurian dengan pemberatan pada dasarnya berbeda dengan
pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Istilah pencurian dengan pemberatan ini
digunakan oleh R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Karena sifatnya, maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya. Pencurian
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jenis ini dinamakan juga pencurian dengan kualifikasi (gegualificeerd diefstal).

(Wahyu Nugroho, 2012, hal:5).

1). Dengan hukuman penjara sela a tujuh tahun, dihukum:

1. Pencurian hewan.

2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, kebanjiran, gempa bumi, atau

gempa laut, letusan gunung berapi, kapal selam, kapal terdampar,
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kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan

dimasa perang.

3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang
ada disitu tiada
akni orang
4,
5 pat kejahatan
dengan jalan
A# memakai kunci
2). Jika penc alah satu tersebut
ke-4 dan 5,
n ringan. Pasal 364
KUHP berbunyi: “Perb Pasal 362 dan Pasal 363 ke-

4, begitupun perbuatan yang © alam Pasal 363 ke-5, apabila tidak
dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika
harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena
pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak

enam puluh rupiah.”
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Dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun
2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) dan

Jumlah Denda KUHP kemudian menguraikan bahwa: “Kata-kata “dua ratus lima

puluh rupiah” da

PN 11

50

dalam arti: per L abur ﬁ ekerasan atau
ancaman kekera : : erkualfikasi. Makna
di sini ada ahwa : yaratan terpe ekerasan, yaitu
dimana ma i alah ) _ ‘ ncurian dengan
kekerasan. Qle 2 2 tersebu g ‘ 12 dengan Pasal 362

KUHP, namun

pencurian, atau dalam hal angkap tangan, untuk memungkinkan

melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai

barang yang dicuri.

(2). Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
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1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam

kereta api atau trem yang sedang berjalan.

3). t n kemati awdiancam dengan pidana

4). deng 3 : ir hidup atau selama

Pasal 366 KUHP membahas ang pencurian dengan penjatuhan hak,
yang berbunyi: “Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang
dirumuskan dalam Pasal 362, 363 dan 365 KUHP dapat dijatuhkan pencabutan

hak berdasarkan Pasal 35 KUHP No. 1-4.”
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Pada Pasal 367 KUHP membahas tentang pencurian dalam keluarga.
Artinya baik si pelaku maupun si korban masih satu keluarga. Pencurian pada

Pasal 367 KUHP akan terjadi apabila seorang suami-istri melakukan (sendiri) atau

tempat ti id o h ha yaann F' encurian  atau
membantu pe ing dila ak dapat dilakukan

penuntuta

2. Delik pidana pada pencurian'd
3. Delik pidana pada pencurian ringan.
4. Delik pidana pada pencurian dengan kekerasan.

5. Delik pidana pada pencurian di kalangan keluarga.
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Unsur tersebut juga termasuk didalam Pasal 362 KUHP yang terdiri dari

dua (2) unsur, yakni:

1. Unsur Subyektif

tentu harus diwujudkan, asalka up. Misal, barangnya belum pernah

dipakai tapi sudah tertangkap, karena tindak pidana pencurian dilakukan dengan

menyelesaikan pengumpulan barang tersebut.

c. “Secara melawan hukum”
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Moch. Anwar menjelaskan pengertian “Dengan maksud melawan hukum?,

yaitu: “Istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku

untuk memiliki barang secara melawan hukum. Melawan hukum di sini diartikan

mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan
di masyarakat. Namun, mengambil pada mulanya diartikan memindahkan
benda/barang dari tempat semula (yang awalnya) ke tempat lain. Disini diartikan
berarti seseorang itu membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata.

Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di
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bawah kekuasaannya yang telah melakukan atau yang dapat mengakibatkan
barang itu berada di luar kekuasaan pemiliknya (yang mempunyai barang). Tetapi

hal ini tidak selalu demikian, sehingga tidak perlu disertai akibat dilepaskannya

kata mengambil tersebut.”

Menurut Simons: “Mengambil itu ialah membawa suatu benda menjadi
berada dalam penguasannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada

di bawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku
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melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasannya

2

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP itu adalah

diangga : Jera ah pelaku

tersebut : 0 ane g-untuk dilakukan

orang di dalam

C. “Sesua

yang berlak a dewasa ini, terny: ta b emata-mata dipakai

di dalam rumusan P& 2 it 18 alam rumusan lain

d. “Barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Moch. Anwar mengemukakan pendapatnya tentang barang seluruhnya
atau sebagian milik orang lain: “Pengertian barang telah mengalami proses

perkembangan. Dari arti barang yang berwujud menjadi setiap barang yang
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menjadi bagian dari harta kekayaan. Semula barang tersebut ditafsirkan sebagai

barang-barang yang berwujud dan dapat juga dipindahkan (barang bergerak).

Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang.”

bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas penegakan hukum dari tindak
pidana. Sistem ini pada intinya diberikan kepada aparat penegak hukum untuk
melaksanakan seperti: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga
Pemasyarakatan. Hal tersebut merupakan bagian terpenting dari upaya penegakan

hukum yang memiliki tahapan penyelesaian suatu perkara pidana, sebagai salah
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satunya vyaitu kepolisian. Dimana kepolisian dijadikan instrumen untuk
melakukan penindakan suatu pelanggaran ataupun kejahatan yang terjadi di

lingkungan masyarakat. Sehingga kepolisian merupakan pedoman penegakan

menanggu

tentang tinda

menyimpa

berbagai fa

kejahatan tindak pidana pencurian di mobil angkutan umum dilakukan dengan
memberikan pembinaan agar pelaku pelaku tidak sampai melakukan perbuatan
yang merugikan diri sendiri, keluarga bahkan masyarakat. Penanggulangan dalam

hal ini meliputi dua hal yaitu:
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1. Preventif

Yakni lebih kepada bagaimana membatasi ruang gerak pelaku kejahatan

sehingga tidak melakukan aksinya dalam artian pengantisipasian. Dalam hal

Ja masyarakat
lebih dipri S : an utama adalah

memberi pemah: masyarakat sehingga niat

tetapi peran perseorangan dalam ikapi kasus ini adapun peranan yang

dilakukan dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yaitu

dengan cara:
a. Mengadakan penyuluhan di tempat masyarakat.

b. Dibentuknya polisi masyarakat.
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c. Mengadakan patroli ditempat yang diduga rawan.

d. Dan lain-lain.

2. Represif

memberantas a ‘_ ' kan pada pelaku

kejahatan te

pencurian da : : , an bersifat represif

khusus dala

peneliti mempunyai maksud u dari pemahaman dan penafsiran yang
di luar jalur konsep ini.

Agar penulis tepat sasaran dan bertujuan untuk apa yang diharapkan dan
fokus kepada masalah yang ada maka perlu adanya batasan dari pengertian judul

yang ada.
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Penanggulangan merupakan suatu proses, cara, atau perbuatan
menanggulangi, melihat serta meninjau dan mempelajari suatu masalah dengan

mendalam terhadap masalah tertentu. Atau penanggulangan adalah upaya yang

garan norma,
sedangkan per alian  repre i . kkan terhadap
pelanggar norma, ag ar ‘: ' K jers ara  pelakunya.

Penanggulangan merug . meminimalisir

dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.” (M. Nurul Huda, 2012,
hal:17).

Tindak Pidana menurut Moeljatno adalah “Perbuatan yang dilarang oleh
suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana

tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.” (Moeljatno, 1987,
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hal:54).
Penanggulangan Tindak Pidana atau Strafechts Politiek adalah

menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional guna

yang meng: ang milik o ar tanps bkan seseorang
tersebut me
yang dilakukan
kehilangan dan

perbuatan ter s ang. melangga . A. Thahir Azhari,

undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan pencurian
adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga
sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman
dan ketertiban. (R. Soesilo, 2000, hal:168).

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka pengertian pencurian ialah
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tindakan yang dilakukan baik secara individu atau berkelompok untuk mengambil
sesuatu yang bukan haknya sehingga perbuatan tersebut melanggar hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti angkutan umum

ota Pekanbaru
(Polresta provinsi yang
melaksanaka

Studi yang sebenarnya

berkaitan dengan

merupakan putusan dalam perkara tindak pidana terhadap perkara pencurian di
mobil angkutan umum di Kota Pekanbaru, yang telah dikeluarkan oleh

Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Pada tahap penelitian ini, penulis akan memberikan batasan-batasan yang

berhubungan dengan judul dari Tugas Skripsi ini, yakni Penanggulangan
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Tindak Pidana Pencurian di Mobil Angkutan Umum di Wilayah Hukum

Polresta Pekanbaru (Perkara NO.195/P1D.B/2021/PN.PBR).

F. Metode Penelitian

menggunak

1. Jenis &

enis penelitian
akukan penelitian

secara langs i pe ; : ida aitu perkara Nomor

.PBR.
2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Wilayah
Hukum Polresta Pekanbaru di Jalan Pattimura No. 13, Cinta Raja, Kecamatan

Sail, Kota Pekanbaru (28127), Provinsi Riau. Alasan penulis tertarik melakukan
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penelitian ini dikarenakan banyaknya tindak pidana pencurian khususnya di Kota
Pekanbaru yang terlebih parahnya lagi tindak pidana kejahatan pencurian ini

dilakukan di mobil angkutan umum yang dilakukan oleh sindikat atau kelompok /

dengan lokasi

sebagian dari

populasi, d nudahkan penemuan
penelitian adalah sebagai
berikut
NO. RESPONDEN
1. | Hakim Pengadilan Negeri Pekanba 1
2. | Penyidik Reskrimum Polresta Pekanbaru 1
3. | Jaksa Kejaksaan Negeri Pekanbaru 1
4. | Pelaku Pencurian Inisial H 1
JUMLAH 4
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4. Jenis Data dan Sumber Data

Dilihat dari sudut sumbernya, data dapat dibedakan menjadi data yang

er pertama yang

berada curian dengan

pembers POLRESTA
Pekanba
Bahan ya : ta 3 : hukum primer

terdiri d

4. Pasal 364 KUHP tentang “tindak pidana pencurian ringan”.
5. Pasal 365 KUHP tentang “tindak pidana pencurian dengan kekerasan”.

6. Pasal 367 KUHP tentang “tindak pidana pencurian dalam keluarga”.

b. Data Sekunder

Bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat
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memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini penulis

menggunakan literatur, artikel, jurnal, internet dan web yang berkaitan dengan

objek penelitian.

Penulis  memperoleh he dari perkara pidana
NO.195/PID.B/2021/PNPBR,  selanjutnya  penulis ~ mempelajari  serta
mengelompokkan data tersebut dan selanjutnya data tersebut disajikan secara
deskriptif, kemudian penulis menguraikannya dalam bentuk kalimat-kalimat yang

jelas dengan cara terlebih dahulu dianalisa dan menghubungkan dengan
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ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

serta pendapat para ahli.

7. Metode Penarikan Kesimpulan
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

ata lain upaya

dan refresif.

Kejahatan, pada dasarnya puah kesalahan. Biasanya kesalahan
moral, yang bertentangan dengan masyarakat secara keseluruhan. Penuntutan
pidana dilakukan untuk menghukum orang jahat, baik karena kita ingin mencegah

kejahatan di masa depan atau hanya karena kita percaya orang jahat pantas untuk

dihukum.
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Sudarto menyatakan “tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain
halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (crime atau verbrechen

atau misdaad) yang bias diartikan secara yuridis (hukum) atau secara

kenyataan ' ata edelte van de w eda # afbaar berarti
dapat dih gga S : aar. feit itu dapat
diterjemahk ebaga agian dari suatu ke pat dihukum, yang
sudah bara
dapat di h i r alah adi dan bukan

kenyataan pe
ng berasal dari
delict, dan dalam
Bahasa Indonesia

merupakan pelanggaran terhadap dana. (Prasetyo, 2011, hal:47).

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang
dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran yang merugikan orang lain
atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum di Indonesia

menggunakan istilah yang berbeda-beda untuk menyebutkan kata tindak pidana.
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Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana dan
oleh karena itu memahami tindak pidana adalah sangat penting. Tindak pidana

merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan kejahatan yang bisa

pat dikenakan
subjek tindak
pidana. Si an melanggar
hukum yan oleh seseorang
yang dap apat  dihukum.

(Lamintang,

feit atau Delict terdapat beberapa yagai berikut:

a. Tindak pidana.
b. Perbuatan pidana.
c. Peristiwa pidana.

d. Pelanggaran pidana.
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e. Perbuatan yang boleh dihukum.

f. Perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut Prof. Sudarto, keenam istilah diatas. mempunyai pembentukan

perbuatan yang > . uatu kerugain
kepada or3

kejahatan d

Bambang Purnomo menyatakan dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana,
perbuatan pidana adalah suatu istilah yang mempunyai makna dari suatu
pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai suatu istilah yang dibentuk

dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa dalam hukum

pidana. Perbuatan pidananya abstrak dari peristiwa konkrit dalam lapangan
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hukum pidana, sehingga perbuatan pidana itu haruslah mempunyai makna yang

bersifat ilmiah dan jelas untuk memisahkan dengan istilah yang dipakai di

lingkungan masyarakat. (Bambang Purnomo, 2001, hal:16).

idana didalamnya,

r
eadaan dan suatu
Yl
i

yang dila
peristiwa ye
tersebut ya
dan melaku erbuatannya £ Ja te R : istiwa tersebut.

(Moeljatno,

oleh pelaku yang mampu men ungjawabkan perbutannya. (C. S. T.

Kansil, 2004, hal:37).

Simon berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah:

a. Perbuatan manusia.

b. Diancam dengan pidana.
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c. Melawan hukum.

d. Dilakukan dengan kesalahan.

e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

perbuatan

sibility) yang

elalaian dan

diakui oleh hukum dan bahkan apkan, hanya sebagian norma-norma
yang mengatur perilaku manusia adalah norma hukum, yaitu yang oleh
pembentuk Undang-undang dimasukkan dalam ketentuan Undang-undang dan

diterapkan oleh hakim dalam persengketaan.
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Pembentuk Undang-undang berketetapan untuk membuat suatu norma
perilaku menjadi norma hukum untuk seluruhnya atau sebagian, maka yang sering

terkandung dalam maksudnya adalah antara lain untuk memberi “perlindungan”

penentuan

it.  (Edward

b. Baar artinya boleh dan dapat
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C. Feit artinya peristiwa, perbuatan, pelanggaran dan tindak (Amir

llyas, 2012, hal:18-19).

pidana g dia v perbuat C hukum

\&.\3

g dapat

kukan nya.

a merupakan

ak istilah lain

LSRN

idanan tersebut

Adapun istilah lain yang digunakan oleh para ahli adalah :

1. Vos memakai istilah strafbaarfeit yaitu suatu tingkah laku manusia
yang terdapat ancaman pidana oleh peraturan perundang-undangan.
Jadi, ancaman pidana dilakukan kepada setiap orang yang melakukan

perbuatan yang pada hakikatnya dilarang.
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2. Simons berpendapat mengenai delik dalam arti strafbaarfeit yaitu suatu
perbuatan melawan hukum baik secara sengaja maupun tidak sengaja

yang dilakukan terhadap sesorang dimana perbuatan tersebut dapat

dipidana dan dilakukan'd asalahan. (Mahrus Ali, 2011, hal:99).

Tindak pidana merupakan berawal dari sebuah pengaduan, adapun
pengertian pengaduan menurut pasal 1 butir 25 KUHAP, bahwa yang dimaksud
dengan pengaduan adalah “pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang

berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum
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seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.” Selain
pengertian pengaduan, maka yang delik aduan adalah suatu delik/tindak pidana

atau peristiwa pidana yang hanya dapat diterima/diproses (dituntut) apabila telah

(perminta

pengaduan
melakukan

menjadi korba

dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam
perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu

kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.
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Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana delik Comissionis, delik
Ommissionem dan delik Comissionis per Ommissionem Commissa antara lain

(Sjahdeini, 2007, hal:34) :

tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan

tidak menyusui (Pasal 338 dan 340 KUHP).

Dengan demikian upaya penanggulangan tindak pidana menurut pendapat

Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief secara garis besar dapat dibagi
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menjadi dua yaitu, dengan jalur “Penal” (hukum pidana) dan dengan jalur “Non

Penal” (bukan/di luar jalur hukum pidana). (Barda Nawawi A, 2001, hal:69).

aporan tentang
penangkapan,
serta mencari

pelaku tindak

dakwaan. Kedudukan pelaku tindak pidana dalam tahap

ini adalah sebagai terdakwa.

Tahap 3 : Yudicial oleh Hakim selaku pelaksana tugas kehakiman.

Hakim mempunyai wewenang untuk mengadili dan
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memberi putusan pengadilan. Kedudukan pelaku tindak

pidana dalam tahap ini adalah sebagai terpidana.

yaitu: Me
bersifat pencega rjad < amanya adalah
menangani ] _ : anyebab atan. Faktor-faktor
kondusif itu antara _I at pada m 152 atau kondisi-kondisi
sosial yang Secara lan e U me buh suburkan

kejahatan. Ca

anggota masyaraka esehatan/ kesejahteraan keluarga
(termasuk kesejahteraan anak dan remaja) serta masyarakat luas pada

umumnya.

b. Media massa
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Pemanfaatan kemajuan teknologi dan potensi efek preventif dari
aparat penegak hukum. Kebijakan kriminal atau upaya

penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral

pembelaan ata en jan diancam der eh' Negara sebagai
kejahatan DE N me \ atan adalah sebagai
berikut:

a. Kejahat la aka ile secara sengaja, dalam
o

keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.

b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang
diakui secara hukum.

d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.
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(M. Ali Zaidan, 2016, hal:11-12)

Teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan telah dikemukakan oleh para

kriminologi. Dalam perkembangannya tentang kejahatan atau kriminologi terus

mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan
memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari
warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki
warisan tindakan yang jahat. (Abintoro Prakoso, 2013, hal:86)

b. Teori Sosiologenis
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Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni
sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang

deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau

e
;> g,
= &

lingkungan

anan serta

I tentang ciri-ciri

sehat dalam arti

kriminal yang tidak mengalami gangguan, artinya tidak memiliki
kelainan dalam pandangan psikologi tidak adanya gangguan
kejiwaan. Biasanya para pakar psikologi membedakan masalah

psikologi pada orang dengan cara memilah manusia menjadi beberapa

kelompok (tipologi).
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Di Negara ini perkembangan psikologi kriminal bisa dikatakan
cukup lambat, salah satunya karena kurangnya kepedulian aparat

penegak hukum, khususnya hakim dalam penerapan psikologi kriminal

alahkan pemeriksaan

\!Qm\\;\‘ 0p ‘.

nbahasan ‘ini akan:diawa aran tentang

AU IS SEN

‘1"
4
=
g
QD
o
(@]
(@]
c
>
<
QD
E
=

Pengertian cacat mental lebih banyak diucapkan pada kurangnya
kecerdasan dari pada karakter atau kepribadian, yang dilihat dari tinggi
rendahnya 1Q dan tingkat kedewasaan. Sastra kuno masih membedakan
beberapa bentuk sebagai idiot, yaitu orang yang menunjukkan 1Q

dibawah 25 dan tingkat kecerdasan dibawah 3 tahun ; imbecil, yaitu
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orang yang menunjukkan 1Q antara 25-50 dan tingkat kematangan

antara 3-6 tahun, dan berpikiran lemah yaitu dengan IQ antara 50-70

dan tingkat kematangan antara 6-12 tahun.

um yang

statistic pelanggaran hu u 1 : d Neuroses dari pada
psikoses. Disini‘akan membahas beberapa bentt : sering muncul

dipersidanga

2) Hysteria, hingg erja 3 antara dirinya dan
lingkungannya dalam berbagai bentuk. Secara umum sangat egosentris,
emosional dan suka berbohong. Pada umumnya penderita hysteria
adalah perempuan.

3) Obsessional dan compulsive neuroses, pengidap memiliki ambisi atau

pikiran yang irasional yang tidak dapat ditahan. Sering dikatakan bahwa
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hal ini disebabkan karena ada keinginan yang dipaksa, dan takut

membuat keinginan tersebut. (karena adanya norma-norma atau akibat-

akibat tertentu). (Zulkarnain S, 2016, hal:114).

kepadatan
ota khususnya
muh. Semakin

bulkan konflik

laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan
nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada.
Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.

c. Teori-teori Faktor Ekonomi

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan
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ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi
misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi,
hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga
mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah.tersebut. Banyaknya
pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara
untuk mempertahankan-hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus
menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya
yang bersifat  final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya
penanggulangan = kejahatan tidak dapat menjanjikan dengaan pasti bahwa
kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru.

Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin
perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Usaha penanggulangan kejahatan
bisa dilakukan salah satunya dengan mengadakan hukum pidana, hukum pidana
pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya
di dalam penegakan hukum pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
penanggulangan yang dimaksud dalam .penelitian ini adalah proses, cara,
perbuatan atau upaya yang dilakukan di dalam meminimalisir pencurian dengan
pemberatan di mobil angkutan umum dengan mengkaitkannya dengan ilmu
kriminologi.

Berdasarkan dengan penjelasan di bagian sebelumnya, diketahui bahwa

banyak sekali teori yang menjelaskan tentang berbagai penyebab kejahatan
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pencurian dengan pemberatan di mobil agnkutan umum. Selanjutnya, dalam

bagian ini akan menjelaskan tentang teori-teori penanggulangan kejahatan.

Setelah Kkita mengetahui penyebab kejahatan, maka selanjutnya kita harus

Dalam upaya penanggulangan pre-emtif ini pihak Kepolisian sebagai
penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian
kendaraan bermotor dengan cara memberikan pengertian tentang
pentingya menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa

menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama
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atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap

masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan,

atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat. Selain

Misalnya, seorang terpidana akan dibatasi hak-hak politiknya selama
beberapa tahun setelah selesai beberapa tahun menjalani proses
hukumannya. Pihak lain juga yang bisa menanggulangi kejahatan melalui
upaya pre-emtif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa

memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan
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jiwa kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan seringkali,
namun Kkegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya

untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri

\a.e
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'a an‘penyuluhan hukum terkait
dengan kejahatan da ‘ S pelajaran tentang pengaturan hukum
terkait dengan kejahatan.Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan
kejahatan. Selain itupula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan
kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan
terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat harus berhati-hati dalam

meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi melewati jalanan
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yang sepi, jalan yang rusak dan kurang penerangan.

Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan

dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan

kejahatan melalui upaya misalnya, sistem keamanan lingkungan
(siskamling), dengan melakukan hal ini setidaknya masyarakat melakukan
upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar tempat
tinggal.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya
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dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode
abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual

yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya.

julangan perlu

individual will.
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Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah
dengan cara:

1. Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum meliputi
pemantapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk

penyelesaian perkara pidana.
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2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan

membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.

3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-

ng tindakannya

hukuman.

penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun
dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk
menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera
kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali.

Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian
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diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba
kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau

senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan

o
v
/

[
v
¢

tersebut. Sebab-sebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di
mobil angkutan umum dapat berasal dari faktor dari dalam diri (intern) dan faktor
dari luar diri si pelaku (ekstern). Faktor intern yaitu faktor-faktor yang murni
berasal dari dalam benak/diri pelaku untuk melakukan perbuatan kejahatan

tersebut.
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Faktor ekstern merupakan faktor yang datang dari luar diri si pelaku
(lingkungan) seperti pergaulan kepada teman yang sering melakukan kejahatan,
selain itu lingkungan yang kurang baik juga mempengaruhi terjadinya tindak
pidana pencurian® dengan pemberatan serta perkembangan teknologi dan
moderenisasi yang dapat merubah nilai-nilai sosial. Pada akhirnya hal tersebut
menimbulkan dampak negatif datam diri pelaku.kejahatan.

Faktor ekstern ini berpangkal pada lingkungan dimana individu tinggal
dan faktor ekstern inilah yang menjadi penyebab individu melakukan perbuatan
kearah kejahatan. Faktor ekstern ini terutama berpangkal pada lingkungan
keluarga dan lingkungan pergaulan individu. Keluarga dipandang mempunyai
peranan yang begitu penting bagi tingkah laku individu di dalam masyarakat, hal
ini karena, awal manusia belajar bertingkah laku adalah dari keluarga sehingga
timbullah pandangan bahwaproses dan cara anak bersosialisasi dalam masyarakat
bergantung pada hubungan anak dengan orang tuanya. (Dewa Bagus Arta Guna,
dkk, 2018, hal:19).

Faktor intern karena dorongan yang disebabkan oleh beberapa seperti
factor ekonomi serta mental pelaku. Faktor ekonomi, penyebabnya adalah
desakan ekonomi/memenuhi kebutuhan hidup yang sulit sehingga mengakibatkan
seseorang berfikir untuk mengambil cara pintas demi memenuhi kebutuhan hidup.
(Alfiansyah, Andi Muhammad, 2013, hal:41) Sedangkan faktor mental adalah
agar mempunyai pendapatan yang besar pelaku melakukan kebiasaan buruk

dengan cara pintas. Biasanya, faktor utama tidak terletak pada masalah ekonomi.
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Faktor mental ini juga dapat disebabkan dari tidak cukupnya kemampuan pelaku

yang meninginginkan gaya hidup yang lebih karena pergaulan pelaku.

4. Jenis-jenis Tindak Pidana

dan pelanggara k pidana ! asar tertentu, yaitu

sebagai be

is pelanggaran
lebih ringan dari pada ke ) ahui dari ancaman pidana
A penjara, tetapi

berupa pid s hatan lebih didominasi

Wethoek van Q% ‘ dapat pembagian tindak pidana
antara kejahatan dan pelang g ertama biasa disebut dengan
rechtdelicten dan untuk yang kedua disebut dengan wetsdelicten. Disebut dengan
rechtdelicten atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu
tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya
telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana

dalam undang-undang.
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Sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat
tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil,

sebaliknya wetsdelicten sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada

selesai,

tindak

bahwa

tertentu.

yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.
c. Delik Kesengajaan (Dolus) dan Delik Kelalaian (Culpa).
Tindak pidana kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya
dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di

samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam
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Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal

480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak

pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa (lalai), kurang hati-

setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut
juga dengan voordurende delicten.
f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.
Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam

KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku Il dan Il KUHP).
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Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di

luar kodifikasi tersebut.

g. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya

menyeba at atal-ma 351 dan (3) KUHP),
pencurian a’ da delik yang
ancaman daan tertentu,
ik ini disebut

an  (Pasal 351

Sakhaeasy

dak pidana yang

a tidak disyaratkan

Tindak pidana aduan adale dana yang untuk dapatnya dilakukan
penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang
berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara
perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang
yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

Pidana penjara merupakan salah satu pidana pokok yang terdapat dalam
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pasal 10 KUHP yang merupakan pidana membatasi kemerdekaan seseorang

dalam hal tertentu seperti kebebasan bergerak. (Leden M, 2005, hal:107).

Berikut jenis pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut:

pidana penjara, yang diperuntukkan untuk peristiwa yang sifatnya
lebih ringan. Pidana kurungan ini minimal satu hari dan maksimal satu
tahun. Bisa saja diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan sesuai
dengan delik.

4) Pidana denda (fine), sanksi pidana ini berupa seperti harta benda,
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dijumpai suatu perbuatan atau

jumlah ganti kerugian. Jumlah ancaman ini relatif ringan, sesuai
dengan pasal yang berlaku. Sanksi pidana ini menjadi alternatif dari

sanksi pidana yang lain seperti pidana penjara atau pidana kurungan.

ini  seperti
niliknya, barang

rusakkan atau

a putusan hakim

umum sebagai

sia, dengan tindakan itu seseorang

telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak
pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam

unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.
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Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak

pidana atau delict ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatanyang dapat

dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa peristiwa hukum dapat dinyatakan

Kata pencurian dalam Bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi”
yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an”, sehingga membentuk kata
“pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri
dilaksanakan. Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain

dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus
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mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari,

karena terkadang pencurian terjadi karena banyaknya kesempatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disebutkan bahwa

1. Pencurian secara akif:
Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain
tanpa sepengetahuan pemilik.

2. Pencurian secara pasif:
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Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya
menjadi milik orang lain.

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut

sono, 2007

diatur dalam
HP berbunyi:
“Barang sia akan memiliki

barang itu 0 1a m- kar S an.dengan hukuman

penjara sela amanya lim: at anyak-banyaknya Rp.900.00,-

unsurnya sebagai berikut:
1. Mengambil barang:

Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang.

Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan

jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah
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lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti

misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam

botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang

berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut
dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam
hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil
barang orang lain tanpa sepengetahuan dari si pemiliknya. (R. Soesilo, 2013,

hal:249).
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Jadi, dengan demikian kita telah sama-sama mengetahui bagaimana ilmu

hukum pidana mengatur tentang pencurian ini, akan tetapi secara nyata

berdasarkan penjelasan tersebut pengertian pencurian dalam hal ini belum dapat

adapun yang
dari seseorang
yang mengam cara melawan

hukum berdasa urai |3 ah engenai pencurian

tersebut di a

pelaku:

3. Pada waktu terjadi bahaya banjir.
4. Pada waktu terjadi gempa bumi atau gempa laut.
5. Pada waktu terjadi letusan gunung berapi.

6. Pada waktu ada kapal karam.

7. Pada waktu ada kapal terdampar.
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8. Pada waktu terjadi kecelakaan kereta api.
9. Pada waktu terjadi suatu pemberontakan.

10. Pada waktu terjadi huru hara.

Yang di maksud pada malam hari menurut Penjelasan pembentukan

undang-undang dalam Pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam

dengan matahari terbit.

3. Jenis-Jenis Pencurian
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Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan
tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum

pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis

Penulis uraikan diatas bahwa mengenai pencurian tersebut secara garis
besarnya adalah terdiri dari pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan dan
pencurian ringan. Mengenai ketiga ketetuan pencurian yang penulis maksudkan

diatur dalam Pasal 362, 363, dan 364 KUH Pidana.
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Pasal 363 mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, dimana Pasal

363 KUH Pidana ini berbunyi sebagai berikut:

Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum karena:

hal pencurian ini ada dikenal pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang

diatur dalam Pasal 363 KUHP.

Mengenai pencurian dengan pemberatan ini dalam KUHP dapat kita

jumpai dalam beberapa pasal:

- Pasal 365 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut:
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1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) tahun
dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan

ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan

angan supaya ada

“\\m\“ .Qa -
i

memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian atau jabatan
palsu.

d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat.

3. Hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dijatuhkan

jika karena perbuatan itu ada orang mati.
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4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara
sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dijatuhkan, jika

perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati,

istilah pember. Jalg g : an | ﬂn‘ adanya istilah
pencurian p ' : N bagi  kita

bagaiman ang o Jengan pe : atan tersebut.

hal ini diancam hukuman lebih berat karena pada waktu itu semacam itu
orang-orang semua rebut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga,
sedang orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini

untuk berbuat kejahatan adalah orang yang rendah budinya.
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3. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau
pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

4. Apabila pencurian itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Supaya

atau untuk

embongkar,

wilayah di Polda Riau.

Polresta Pekanbaru ini dipimpin oleh Kapolresta dan Wakapolresta, Polres
ta Pekanbaru ini memiliki tugas pokok menjaga keamanan, ketertiban masyarakat
serta penegak hukum di Kota Pekanbaru. Pada jajaran Polresta Pekanbaru terdapat

11 Polsek (Kepolisian Sektor), antara lain: Polsek Kota Pekanbaru, Polsek
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Senapelan, Polsek Tampan, Polsek Bukit Raya, Polsek Sukajadi, Polsek Payung

Sekaki, Polsek Lima Puluh, Polsek Rumbai, Polsek Rumbai Pesisir, Polsek

Tenayan Raya dan Polsek Kawasan Pelabuhan. Sejak tahun 1975 diberi nama

Poltabes diganti menjadi Polresta.Pekanbaru.pada tanggal 30.September 2010 dan

pada tanggal 14 Agustus 2000 juga Poltabes pernah mengalami kebakaran karena

arus pendek listrik. Polresta sudah pernah dijabat.oleh 31 Pemimpin, yaitu:

Tabel 1.3

Periodesasi Pimpinan Polresta Pekanbaru

NO NAMA MASA JABATAN
1 | LETKOL.Drs. BAMBANG DARURRIO 1975-1976
2 | LETKOL.Drs. SUKARDI 1976-1977
3 | LETKOL..Drs. SUMITRO 1977-1978
4 | LETKOL. Drs. BURAYASIDI 1978-1979
5 | LETKOL. Drs. RAINAN DURAHMAN 1979-1980
6 | LETKOL. Drs. SYAHRIL ARIFIN 1980-1981
7 | LETKOL. Drs. MULYONGO.S, 1981-1985
8 | LETKOL. Drs. DWI PURWANTO 1985-1989
9 | LETKOL. Drs. BAGUS HARI SANJAYA 1989-1990
10 | LETKOL. Drs. . YOSE RIZAL 1990-1992
11 | LETKOL. Drs. HASYIM IRIANTO 1992-1994
12 | LETKOL. Drs. RAHMAN NIANSYAH 1994-1996
13 | LETKOL. Drs. DIDFDITO 1996-1998
14 | LETKOL. Drs. SURO JAUHARI 1998-2000
15 | KOMBES POL. Drs. RASYID RIDHO 2000-2001
16 | KOMBES POL. Drs. TOTOY JAUHARI, SH MH 2001-2002
17 | KOMBES POL. Drs. SURO JAUHARI, MM 2002-2005
18 | KOMBES POL. Drs. ELAN SUBILAN 2005-2006
19 | KOMBES POL. Drs. JAMES UMBOH 2006-2006
20 | KOMBES POL. Drs. SYAHRIL NURSAL, SH MM 2006-2008
21 | KOMBES POL. Drs. MOEGIARTO, SH MM 2008-2008
22 | KOMBES POL. Drs. BERTY DK SINAGA 2008-2009
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23 | KOMBES POL. Drs. MULYONO, SH M.HUM 2009-2010
24 | KOMBES POL. Drs. BAMBANG HS, MSI 2010-2011
25 | KOMBES POL. Drs. R. ADANG GINANJAR, S.MM 2011-2013
26 | KOMBES POL. Drs. R. HARYANTO WATRATAN, 2013-2015
SH MH
27 | KOMBES PC = R - 2015-2016
\ ) W
MM_ N Wnnunt® .h! .
28 , HERMAWAN v
29

30

31

Ag

antisipatif,

diberikan ol emerinta a epan atau visi,

canbaru dengan masyarakat
f -
dilandasi sikap yang profe Q‘ onal dengan menjunjung tinggi

e

supremasi hukum dan hak ase guna mewujudkan keamanan dan
ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.”
3. Misi Polresta Pekanbaru

1. Menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis dan

berkeseimbangan dengan motto pelaksanaan tugas Polri bebas dari

pelanggaran.
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. Mengelola dan meningkatkan kemampuan personil sehingga dapat

melaksanakan tugas secara profesional dan proporsional.

. Mengelola profesionalisme SDM dengan dukungan sarana prasarana

Masyarakat

menciptakan

serta melibatkan tokoh masyarakat, tokoh warga, tokoh pemuda dengan
memperhatikan adat istiadat yang berlaku. Menegakkan hukum secara
profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum
dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa

keadilan.
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9. Meningkatkan upaya konsolidasi serta solidaritas Polri untuk mewujudkan

keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah

kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

kedudukan di

yaitu:

a. Pemberian pelayanan Kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk
penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan
dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan

instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, surat
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pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna

dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring),
pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa, serta pengamanan
objek vital, pariwisata dan Very Important Persont (VIP).

f. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas,

termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu
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lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam
rangka penegakkan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan,

ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

polisi guti  kegiatan patroli

\ ‘ “““ .#a‘ perairan,

, pembinaan

ejahatan, dan

entuan peraturan
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manusia yaitu Faktor Endoge . Faktor Endogen adalah dorongan
yang terjadi dari dirinya sendiri bahwa kebenaran relatif bias menciptakan suatu
sikap untuk mempertahankan pendapatnya dan fanatis yang berlebihan. Jika
seorang tidak bijaksana dalam menanggapi masalah yang menyudutkan dirinya,
maka kejahatan akan terjadi sebagai pelampiasan untuk menunjukkan dialah yang

benar, sementara Faktor Eksogen adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya,

faktor
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inilah yang dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial,
kesenjangan ekonomi, ketidakadilan dan sebagainya, merupakan contoh penyebab

terjadinya suatu tindak kejahatan yang berasal dari luar dirinya. Pengaruh sosial

pengaruh

kebutuhan
mencoba
Peri

umum huk

taraf kehidupan kelompok, dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga

mental maupun fisiknya dalam kelompok.

b. Kesempatan untuk menjadi pencuri (Sir Francis Bacon, 1600-an).

c. Kehendak bebas, keputusan yang hedonistis dan kegagalan dalam

melakukan kontak sosial (Voltaire & Rousseau, 1700-an).
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d. Atavistic trait atau sifat-sifat anti sosial bawaan sebagai penyebab perilaku

criminal (Cesare Lambroso, 1835-1909).

Hukuman yang diberikan kepada pelaku tidak proporsional.

tinggi, ke an In_terorg Jan cukup rapi

sehingga

Berhaga va tela ' ' tuk ejahatan tersebut,
namun kejahats pernah T j s ‘_'_ . emakin meningkat.

Pada dasarnya setia : D nasa modern ini

pencurian dengan pemberatan, perkosaan, pemerasan yang akhir-akhir ini marak

terjadi khususnya di mobil angkutan umum.

Berikut beberapa jumlah jawaban responden tentang pencurian dengan
pemberatan di mobil angkutan umum di wilayah hukum Polresta Pekanbaru,

sebagai berikut:
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Table 1.4

Jumlah Jawaban Responden Tentang Pencurian

a -
. Jenis

Sumber: Has cara is'dengan Hak varu, Penyidik

mobil angkutan umum. Faktor-fak ebut terbagi dalam dua jenis, yaitu

faktor intern dan faktor ekstern.

1. Faktor Intern
a. Faktor Pendidikan
Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang

untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Hal itu disebabkan oleh
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tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan
yang dalam cara hidup bermasyarakat. “Tingkat pendidikan dianggap
sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat

seseorang untuk

)an dengan

iliki suatu

ebut bisa terjadi
tidak dapat

pelamar yang

berarti sama sekali. Bahkan iman manusia akan menjadi lemah dan dengan
mudah dapat melakukan hal-hal yang buruk karena sosial kontrolnya tadi
tidak kuat. Jika imannya tidak kuat untuk memikirkan bagaimana lagi
harus mendapatkan uang yang akan digunakan untuk keperluan dan
kebutuhan sehari-hari maka ia akan menggunakan cara-cara yang salah

untuk medapatkan uang seperti melakukan tindak pidana pencurian dan
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juga bila diajak oleh teman untuk melakukan tindak pidana kejahatan

lainnya terkhusus pencurian karena imannya lemah maka ia akan

mengikuti ajakan temannya tersebut.

n pokok terus
tentu mampu

tersebut

pemberatan di mobil angkutan umum tergolong tingkat pendapatan
masyarakatnya masih tergolong rendah dan tidak mampu secara merata.
Hal ini bisa saja menimbulkan masyarakat merasa kurang dengan hasil
pendapatan mereka, yang membuat masyarakat tidak bisa memenuhi
kekurangan ekonominya. Apalagi di zaman ini kebutuhan seseorang

semakin lama semakin meningkat. Dalam masalah ini, membuat
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seseorang kurang tingkat kesejahteraan hidupnya, yang bisa menimbulkan

terjadinya kejahatan di masyarakat, seperti kasus pencurian.

b. Faktor Lingkungan yang Salah

ngan yang

aka di suatu

seba M curi. Orang tua

seorang anak juga mempengaruhi bagaimana sifat seorang anak di tengah

masyarakat.

c. Faktor Pergaulan yang Salah
Pergaulan bebas berasal dari kata "pergaulan™ dan "bebas”. Mengutip
dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pergaulan berarti

menjalin pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan kata
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bebas berarti lepas atau tidak terikat. Maka dapat disimpulkan jika
pergaulan bebas adalah jalinan pertemanan dalam kehidupan

bermasyarakat yang bersifat lepas atau tidak terikat. Pergaulan bebas

| yang bersifat

ang yang kurang

narkoba untuk

bebas.

5. Mengkonsumsi alkohol atau minuman keras.

6. Mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, selalu
ingin melawan, atau rasa malas.

Pergaulan yang baik memiliki dampak yang positif bagi kemajuan

seseorang, sedangkan pergaulan yang buruk akan mendatangkan dampak
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yang negatif pula bagi seseorang. Faktor pergaulan di era kemajuan global

seperti sekarang ini merupakan suatu sarana untuk menunjukkan bahwa

dia adalah seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain

kebutuhannya tersebut orang yang bersangkutan harus memiliki uang dan
jika tidak memiliki uang orang tersebut cenderung akan melakukan tindak
pidana kejahatan untuk memenuhi kebutuhannya, salah satu bentuknya
adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan (di mobil angkutan

umum).
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B. Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di Angkutan Umum Oleh

Polresta Pekanbaru

itu tetap
masyarakat
dengan m

merupakan

dimaksud dalam pe dalah pros ouatan atau upaya yang

dilakukan di : gan. emberatan di mobil

Menurut Soerjono Soekante enentukan titik pusat kegiatan serta
arah operasi khususnya bagi aparat Kepolisian maka disusun dalam tahapan-

tahapan sebagai berikut:

a. Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyelidik, penyelidikan lapangan
serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka

peningkatan.
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b. Penindakan. Adanya tahapan ini untuk melakukan penangkapan para
pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka

penghadangan atau menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil-

melalui media
n pelaksanaan

bahan-bahan

penanggulangan kejahatan tif adalah menanamkan nilai-nilai
dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi
dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan
kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan
terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang

meskipun ada kesempatan. Dalam upaya penanggulangan pre-emtif ini pihak

Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya
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kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan cara memberikan pengertian
tentang pentingya menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa
menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau
ulama, ulama-bisa memberikan pencerahan-pencerahan.terhadap masyarakat
tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan
memberikan pelajaran _akhlak' untuk: ‘'masyarakat. Selain Kepolisian dan
Ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media
massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan
dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan
yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan seacara terus-menerus,
sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan
berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa
lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar, tidak melakukan tindak pidana
jenis kejahatan apapun, termasuk kejahatan pencurian dengan pemberatan di
mobil angkutan umum yang sedang marak terjadi.
b. Upaya Preventif

Upaya-upaya preventif ini.adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-
emtif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.
Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk
melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik
penjahat menjadi lebih baik kembali. Pihak Kepolisian dalam upaya ini
melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan

pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa
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meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula pihak Kepolisian
memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang

bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat harus berhati-

ergian, menjaga dan

agar tidak menjadi sasaran atau korban tindak pidana pencurian ketika di
mobil angkutan umum.

c. Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-
hal yang dapat menimbulkan kejahatan pidana pencurian dengan
pemberatan di mobil angkutan umum.

d. Mengadakan Kajian rutin tentang pengenalan hukum dan penerapannya.
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e. Memberikan sosialisasi atau pengetahuan tentang pentingnya taat hukum

dan sosialisasi tersebut tidak harus hanya dari pihak Kepolisian saja

melainkan juga sebagai mahasiswa yang notabene juga sudah dibekali

bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar
hukum dan merugikan masyarakat. Upaya ini juga bisa diiringi dengan
tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik
berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api jika keadaan
mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi

memberikan efek jera kepada setiap para pelaku kejahatan, agar tak
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melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak

fisik memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu dan

sesuai Standar Operasional Prosedural (SOP), misalnya pelaku mencoba
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pencurian denc erata - layah hukum
Polresta Pekank Ji kasus : - PN.PBR. Maka,
penulis m i S ) parkan di atas
mengenai faktor pe b terjadi % : "" ANC engan pemberatan

di mobil angkutan ul ) a pencurian dengan

1) Faktor Pendidikan
2) Faktor Kurang atau Lemahnya Iman
b. Faktor Ekstern:

1) Faktor Ekonomi

2) Faktor Lingkungan yang Salah

3) Faktor Pergaulan yang Salah
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4) Faktor Obat-obatan Terlarang

2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh penegak hukum atau aparat

kepolisian diantaranya sebagai berikut:

SR LSS )

| -'\‘;El\?“’ \ ‘;

njut dari upaya
lum terjadinya

menghilangkan

kembali agar mereka ahwa perbuatan yang dilakukannya
merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan
masyarakat.
B. Saran
Setelah melakukan penelitian mengenai penanggulangan tindak pidana

pencurian di mobil angkutan umum di wilayah hukum Polresta Pekanbaru perkara

NO.195/PID.B/2021/PN.PBR, maka penulis memberikan saran yang kiranya
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dapar bermanfaat dalam upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan terkhusus
tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak kepolisian serta para penegak hukum lainnya
untuk konsisten “untuk..melakukan..pencegahan/penanggulangan tindak
pidana kejahatan baik secara preventif maupun represif dan dilakukan
penanggulangan berskala | agar ' dapat, ;meminimalisir kejahatan serta
memberikan rasa aman di tengah-tengah masyarakat serta sebaiknya
aparat kepolisian harus mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor
penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di mobil
angkutan umum yang terjadi dalam masyarakat, dan harus lebih cermat
dalam menangani kasus kejahatan seperti itu, agar tindak pidana kejahatan
pencurian dengan pemberatan di mobil angkutan umum tidak semakin
meningkat di masyarakat.

2. Bagi Lembaga Pemasyarakatan, @diharapkan kepada Lapas untuk
memberikan pembinaan dan pembekalan ketrampilan secara berkelanjutan
kepada narapidana sebagai suatu upaya pembekalan terhadap narapidana
guna menghadapi kehidupan di.lingkungan masyarakat untuk kedepannya
ketika narapidana tersebut telah keluar dari penjara.

3. Bagi masyarakat, untuk turut serta dalam proses penanggulangan
kejahatan pencurian dengan pemberatan di mobil angkutan umum
haruslah disadari oleh masyarakat itu sendiri, dimana kejahatan itu bisa
saja lahir dari masyarakat sendiri. Selain itu, masyarakat juga

bertanggungjawab atas keamanan di wilayah sekitarnya. Harus ada
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sinergitas antara masyarakat dan pihak Kepolisian dalam menanggulangi

tindak pidana, terkhusus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di

mobil angkutan umum. Oleh karena itu peran serta dan kesadaran
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